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Abstract 

 

Indonesia since there has been a change in the electoral system from year to 

year until finally it has chosen a threshold presidential system in its constitutional 

practice. Until now, the Presidential Threshold has become a public discussion 

because there is a threshold that is considered irrelevant by the public, giving rise to 

pros and cons regarding the presidential nomination threshold in the general 

election in Indonesia. The Presidential Threshold is considered to be less effective in 

the presidential system, thereby eliminating the rights of citizens to nominate 

themselves and propose to become candidates or to provide solutions to reduce the 

percentage threshold of the Presidential Threshold that occurs in Indonesia. This 

method uses legal research and library research with a normative research system 

in which the approach is through laws and regulations combined with a conceptual 

approach and utilizes secondary qualitative data. The results of this study itself aim 

to find out the dynamics of the history of political parties in Indonesia and what if 

the simplification of political parties has been implemented through simultaneous 

elections and selection of political parties conducted by the General Election 

Commission. The conclusion from this discussion is the urgency of eliminating the 

Presidential Threshold in the presidential system in Indonesia as an effective way to 

strengthen the presidential system 

 

Keywords:  Presidential, Presidential Threshold, General Electionstract 
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Abstrak 

 

Indonesia sejak adanya perubahan sistem pemilu dari tahun ke tahun hingga 

pada akhirnya telah memilih sistem presidensial threshold dalam praktek 

ketatanegaraannya. Presidential Threshold sampai saat ini menjadi perbincangan 

publik karena adanya batas ambang batas yang dianggap tidak relevan oleh 

masyarakat, sehingga menimbulkan pro-kontra terkait threshold pencalonan 

presiden dalam pemilihan umum di Indonesia. Presidential threshold dinilai kurang 

efektif dalam sistem presidential, sehingga menghilangkan hak warga untuk 

mencalonkan diri dan mengajukan menjadi calon atau untuk memberikan solusi 

untuk mengurangi ambang batas persentase Presidential Threshold yang terjadi di 

Indonesia. Metode ini menggunakan metode penelitian hukum (legal research) dan 

library research dengan sistem penelitian normative yang dimana dengan cara 

pendekatan melalui peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya yang 

digabungkan dengan pendekatan konseptual serta memanfaatkan data kualitatif 

bersifat sekunder. Hasil dari kajian ini sendiri bertujuan untuk mengetahui dinamika 

sejarah partai politik di Indonesia dan bagaimana jika penyederhanaan partai politik 

yang sudah diimplementasikan melalui pemilu serentak dan seleksi partai politik 

yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum. Kesimpulan dari pembahasan ini adalah 

urgensi penghapusan Presidential Threshold pada sistem presidensill di Indonesia 

sebagai cara efektif untuk memperkuat sistem presidensial 

 

Kata kunci: Presidensial, Presidential Threshold, Pemilihan Umum 
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